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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan sunnatullah yang terjadi pada makhluk, baik
pada manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal itu dinyatakan
dengan jelas oleh Allah Swt dalam firman-Nya pada surat al-Dzâriyât ayat 49:
          
Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu
mengingatkan (kebesaran Allah).1
Keberpasangan, memungkinkan manusia, tentu saja juga binatang,
untuk mempunyai keturunan, sehingga tetap bertahan dari kepunahan generasi
ke generasi.2 Dengan potensi itulah, populasi manusia terus bertambah yang
dalam perspektif sosiologi disebut sebagai "ledakan penduduk".3
Melakukan tanâsul (pengembang-biakan) sebagai salah satu dari tujuan
perkawinan, sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dalam firman Allah
Swt dalam surat al-Nisa` ayat 1:
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Adhi Aksara Abadi
Indonesia, th.2011, hlm.756
2 Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqiy Abu al-Fida` (selanjutnya disebut Ibn Katsir),
Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), Juz 4, hlm. 109.  Lihat juga:
Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy (selanjutnya disebut al-Thabariy), Jâmi' al-
Bayân 'An Ta`wîl Ây al-Qur`ân, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 25, hlm. 11
3Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Qurthubiy (selanjutnya disebut al-
Qurthubiy), Jâmi' al-Ahkâm al-Qur`ân, (Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H), Juz 16, hlm. 8. 'Abd al-
Rahman bin 'Ali bin Muhamamd al-Jawziy (Ibn al-Jawziy), Zad al-Masir, (Beirut: al-Maktab al-
Islamiy, 1404 H), Juz 7, hlm. 275. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy (selanjutnya
disebut al-Syawkaniy ), Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 4, hlm. 528
2              
                   
    
Artinya : Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari
yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri (diri)nya;
dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta,
dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
Mengawasimu. 4
Berbicara mengenai perkembangbiakan tidak bisa dilepaskan dari
persinggungan dengan pembicaraan reproduksi dan hubungan seksual
(libido).5 Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa secara alami, seseorang
tertarik kepada lawan jenisnya mula-mula melalui pertimbangan kejasmanian.
Suasana saling tertarik karena segi lahiriah ini membuat yang bersangkutan
“jatuh cinta”. Fase ini, dalam bahasa Arab, disebut dengan mahabbah,
merupakan tingkat permulaan dari proses hubungan pria-wanita, yang banyak
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, dalam psikologi Freud
bersangkutan dengan libido.6 Islam mengatur pemenuhan kebutuhan seksual
melalui perkawinan.
Perkawinan sebagai sebuah institusi yang mendapat legalitas formal
dari syara’, memiliki beberapa ketentuan yang mesti dipahami dan dipenuhi
untuk keabsahan dan kesesuaiannya dengan kehendak Syâri'. Di antara
ketentuan pokok yang mesti dipahami dan dipenuhi itu adalah bahwa
4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.cit, hlm. 99
5 Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 101
6 Ibid
3perkawinan dalam pandangan Islam, tidak hanya berfungsi sebagai ikatan
keperdataan, lebih dari itu, merupakan sebuah ikatan perjanjian yang sangat
kuat (mitsâqaan ghalîzhaan). Mengenai hal ini, dijelaskan secara tegas oleh
Allah Swt dalam firman-Nya pada surat al-Nisa` ayat 21:
        
    
Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah
bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu)
telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. 7
Cukup banyak riwayat yang menjelaskan makna kata "mîtsâqaan
ghalîzhaan"8 pada ayat di atas. Di antaranya, menurut al-Hasan (W. 110 H),
Ibnu Sirin (W. 110 H), Qatadah (W. 118 H), al-Dhahak dan al-Suddy, kata
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.cit, hlm. 105
8 Dalam al-Quran Allah SWT hanya tiga kali menyebutkan kalimat mitsâqân
ghalîzhân tersebut, yaitu:
- Ketika menyebutkan ikatan perkawinan pada surat Al-Nisa’[4] ayat 21:
                          
- Ketika menyebutkan perjanjian antara Nabi Musa dengan kaumnya pada surat
al-Nisa [4] ayat 154:
                                      
    
- Ketika menyebutkan perjanjian yang dîkatkan oleh para Nabi untuk
menyampaikan ajaran agama kepada umat pada surat al-Ahzab [33] ayat 7:
                           
  
4tersebut bermakna "'uqdat al-nikâh (ikatan Perkawinan).9 Menurut al-Sya'biy
(W 104 H) dan Ikrimah, (W 105 H) maksud dari kata "mîtsâqaan ghalîzhaan"
adalah yang terdapat dalam hadits Nabi SAW, diriwayatkan dalam Shahîh
Muslim sebagai berikut:10
 َمیِھاَرِۡبإ ُنۡب ُقاَحِۡسإَو ََةبۡیَش ِيَبأ ُنۡب ِرَۡكب ُوَبأ َاَنث َّدَح. َاَنث َّدَح :ٍرَۡكب ُوَبأ َلَاق .ٍِمتاَح ۡنَع اًعیِمَج
 ِنۡب َِرفۡعَج ۡنَع ، ُِّينَدَمۡلا َلیِعاَمِۡسإ ُنۡب ُِمتاَح ِدۡبَع ِنۡب ِِرباَج َٰىلَع َانۡلَخَد :َلَاق ِھِیَبأ ۡنَع ،ٍد َّمَحُم
،ِاللهيفةصقجحيبنلا-ىلصاللهھیلعملسو-ھتبطخوةفرعبلاق; َالله اُوقَّتَاف ِيف
 َّنِھَۡیلَع ۡمَُكلَو ،ِالله ِةَِملَِكب َُّنھَجوُُرف ُۡمتَۡللَۡحتۡساَو ،ِالله ِناََمِأب َُّنھوُُمتۡذََخأ ۡمُكَِّنَإف ،ِءاَسِّنلا َلا َۡنأ
 َُھلَو ،ٍح َِّربُم َرۡیَغ ًابۡرَض َُّنھُوبِرۡضَاف َِكلٰذ َنۡلََعف ِۡنَإف ،َُھنُوھَرَۡكت اًدََحأ ۡمُكَشُُرف َنۡئِطُوی ۡمُكَۡیلَع َّن
 ِفوُرۡعَمۡلِاب َُّنُھتَوۡسِكَو َُّنُھقۡزِر11
Artinya : Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami.
Keduanya dari Hatim. Abu Bakr berkata: Hatim bin Isma'il Al-Madani menceritakan kepada
kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, beliau berkata: Kami menemui Jabir bin
'Abdillah seraya berkata: tentang kisah haji Rasulullah SAW, dan Khutbahnya di Arafah, Nabi
bersabda: Takutlah kepada Allah dalam perkara wanita, karena kalian mengambil mereka
dengan amanah Allah dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.
Dan hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mempersilakan seorang pun yang
kalian benci untuk menginjak permadani kalian. Jika mereka melakukannya, maka pukullah
mereka dengan pukulan yang tidak keras. Dan hak mereka atas kalian adalah memberi rezeki
dan pakaian kepada mereka dengan cara yang makruf. (H.R. Muslim)
9 al-Qurthubiy, op.cit, hlm. 98
10 Al-Husain ibn Mas'ud al-Farra' al-Baghawiy Abu Muhammad, Ma'âlim al-tanzîl,
(t. pn.: t. th.), Jilid I, hlm. 187
11 Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabur, Shahîh
Muslim, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 2.  Hadist nomor 1218. Lihat juga :
Ahmad ibn al-Husain ibn 'Aliy ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, di-tahqîq oleh: Muhammad
'Abd al-Qadir 'Atha, Sunan al-Baihaqiy Kubrâ, (Makkat al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-
Bâz, 1994), Jilid 2, juz ke 7 hlm. 6. اھبرض يف ءاج ام باب nomor 14308. Lihat juga : Dan
Ahmad ibn Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasâ'iy, di-tahqîq oleh: 'Abd al-Ghaffar
Sulaiman al-Bandariy dan Sayyid Kasrawiy Hasan, Sunan al-Nasâ'iy Kubrâ, (Beirut: Dâr al-
Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), Jilid Î, hlm. 421
5Minimal, berdasarkan riwayat itu, para perumus Kompilasi Hukum
Islam12, merumuskan sebuah formulasi tentang substansi perkawinan tersebut,
yang terdapat dalam Pasal 2: "Pernikahan menurut hukum Islam adalah
perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mîtsaqaan ghalîzhaan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". 13
Dalam perspektif hukum Islam, suatu akad perkawinan baru dipandang
sah, apabila dalam melakukannya telah terpenuhi beberapa rukun14 dan
syarat15 yang telah ditetapkan. Keberadaan rukun dan syarat perkawinan
tersebut sangat menentukan keabsahan akad perkawinan itu sendiri. Adapun
rukun perkawinan itu, disebutkan dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam
pada Pasal 14, yang berbunyi: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a)
Calon suami, b) Calon istri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) îjâb dan
qabûl.16 Sedangkan syarat-syaratnya, sebagaimana yang disebutkan dalam
Kompilasi Hukum Islam  pada Pasal 15 ayat (1) dan (2), 16 ayat (1) dan (2),
17 ayat (1), (2) dan (3), 18, serta syarat-syarat lain yang melekat pada rukun
12KHI (Kompilasi Hukum Islam) diberlakukan dengan Inpres (Instruksi Presiden
R.I.) Nomor 1 Tahun 1991
13Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Pembinaan
Peradilan Agama, 1999/2000), hlm. 14
14 Rukun adalah:
 ام وھ نكرلاةیھاملا لخاد ناك.
"Rukun adalah sesuatu yang masuk ke dalam materi itu sendiri".
Lihat: 'Abd ar-Rahman al-Jaziriy, Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah,
(Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.), Jilid IV, hlm. 34
15 Syarat adalah:
 وھ طرشلا ةقیقحومكحلا مدع مزلتسی ھمدع ناك ام,دوجولا هدوجو نم مزلی لاو
"Substansi syarat adalah sesuatu yang dengan ketiadaan syarat tersebut
menyebabkan tidak adanya hukum".
Lihat: Muhammad al-Syawkaniy, Irsyâd al-Fuhûl, (Beirut: Dâr al-Kitâ al-'Arabiy,
1999), Jilid I, hlm. 10
16 Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam, op. cit., hlm. 18
6perkawinan itu dan berada di luar materi. Rukun rukun tersebut sangat
menentukan terhadap keabsahan Perkawinan.
Tidak juga boleh dikesampingkan, bahwa seseorang yang akan
melakukan perkawinan, mesti mengetahui tujuan dari perkawinan itu sendiri,
yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah.17
Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 di atas,
berdasarkan transformasi firman Allah Swt dalam surat al-Ruum ayat 21:
                  
             
Artinya " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui".18
Dalam ayat, terdapat aspek sakînah,19 mawaddah,20 dan rahmah,21
ketiga aspek yang dinyatakan Allah tersebut, merupakan tali-temali ruhani
17 Ibid. hlm. 14
18 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.cit, hlm. 572
19 Kata "sakînah" terambil dari akar kata "sakana" yang berarti diam/tenangnya
sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkîn, karena ia adalah
alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya
meronta. Sakînah karena perkawinan, adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti
kematian binatang. Lihat: Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Mawdhu'i atas
Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), cet. ke- 2, hlm. 192
20 Mawaddah adalah perasaan tertarik kepada lawan jenis tidak semata-mata karena
segi kejasmanian, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak, misalnya segi kepribadian
atau nilai-nilai lainnya yang sejenis itu pada seseorang. Pada tingkat ini, segi lahiriah atau
jasmani tidak lagi terlalu banyak menjadi pertimbangan. Kualitas kepribadiannya adalah
lebih penting baginya dan lebih utama daripada penampakan fisiknya. Dari tingkat
mawaddah ini lah kemudian akan berkembang dan tumbuh menjadi rahmah.
21 Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan
ketidak-berdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memerdayakannya. Oleh
7dalam perkawinan. Bila mawaddah sudah pupus, masih ada aspek rahmah.
Selama pasangan tersebut masih memegang nilai-nilai dan norma-norma
agama, perkawinannya akan terpelihara.22
Sedemikian dalamnya makna kata per kata yang digunakan Allah Swt
ketika menyampaikan potensi-potensi (mawaddah, dan rahmah), potensi itu
dianugerahkan kepada masing-masing pasangan untuk mewujudkan tujuan
perkawinan yaitu sakînah, merupakan ketenangan yang dinamis dan aktif,
berhubungan dengan substansi dan tujuan dasar dari perkawinan dalam upaya
melaksanakan perintah Allah Swt, sehingga orang yang benar-benar
melakukannya sesuai aturan dan ketentuan Allah, mendapatkan apresiasi
positif berupa pahala sekaligus kebahagiaan dan kedamaian.
Sekalipun konsep dan tujuan perkawinan demikian ideal, tidak semua
pasangan suami istri dapat mewujudkannya. Berbagai masalah bisa timbul
dalam kehidupan keluarga, pada gilirannya dapat menjadi benih yang
mengancam kehidupan perkawinan, berakibat keretakan atau perceraian.23
Ada pasangan suami istri yang gagal dalam usahanya mendirikan
rumah tangga damai dan tenteram, lantaran berlainan tabiat, kemauan serta
berlainan tujuan hidup, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan.
Hubungan perkawinan dalam situasi kemelut tersebut masih dilanjutkan akan
berakibat kemudharatan. Maka Islam membuka pintu darurat dan memberikan
karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami akan bersungguh-sungguh,
bahkan akan bersusah-payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak
segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Lihat: Quraish Shihab, op. cit., hlm. 209
22 Quraish Shihab, ibid., hlm. 208
23 Sarlito Wirawan Sarmono, Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga
(Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 12.
8jalan keluar, dengan membolehkan perceraian, walaupun dibenci Allah SWT,
seperti disebut dalam hadits Rasulullah SAW:
 ِنَع ِنْبا َرَمُع َلَاق ، َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّالله ىَّلَص ِِّيبَّنلا ِنَع ،": ُقلا َّطلا ِ َّالله ى َِلإ ِللا َحْلا ُض َغَْبأ
ھجام نبإو ,دواد اوبأ هاور)ىناربطلاو ىدع نباو يقھیبلاو(مك احلا ھححصو24
Artinya "Dari ibn Umar r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan
halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (H.R. Abu Dawud, Ibn
Majah, Ibn ‘Adi, Thabraniy, Baihaqy dan di-shahîh-kan oleh al-
Hakim).
Ulama berbeda pendapat mengenai hukum perceraian atau talak.
Mayoritas ulama membolehkan, tetapi lebih baik ditinggalkan.25 Ibn al-
Humam (W. 861 H) dari Hanafiyah mengatakan yang paling benar adalah
talak terlarang kecuali dengan alasan yang benar26 sementara Ibnu Abidin
(W.1252 H) berpendapat, sekalipun dibencinya talak, tidak bisa
menghilangkan kebolehan talak, minimal hukumnya makruh.27 Ibnu Taimiyah
(W 728 H) mengatakan hukum dasar talak dilarang dan hanya dibolehkan
dalam kondisi tertentu.28 Hal senada dikatakan oleh Sayyid Sâbiq (W1420 H),
24 Sunan Abu Dawud, juz 2, hlm. 255, nomor 2178. Dalam sumber lain disebutkan,
hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Hafidz Abi Abdillah Muhamad bin Yazid al-
Qozwin, as-Sunan Ibn Majah (juz 1, hlm. 650, nomor 2018), al-Hakim (juz 2, hlm. 214,
nomor 2794), ibn ‘Adi (juz 6, hlm. 461), al-Thabrani, dan al-Baihaqi (juz 7, hlm. 322, nomor
14671)
25 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1989),
Juz 7, hlm. 362
26 Kamâl al-Din Muhammad bin Abd. Wâhid Ibn al-Humâm, Fath al-Qadîr Syarh
al-Hidâyah,(Kairo: Mathba’ah Mushtafa Muhammad, t.th), Juz 3, hlm. 21
27 Ibnu Abidîn, Hâsyiyah Rad al-Muhtâr, (Mesir: Mathba’ah al-Babi al-Halabi), Juz
2, hlm. 571
28 Abd al-Rahman bin Abd al-Qâsim, Majmû’ al-Fatawa Syaikh al-Islâm Ahmad
Ibn Taimiyah, (Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd Li Thibâ’at al-Mushhaf al-
Syarîf, 2004), Juz 33, hlm. 81
9bahwa talak adalah bentuk kufur nikmat, sedangkan kufur nikmat adalah
haram sehingga tidak halal bercerai kecuali dalam kondisi dharurat.29
Talak, apapun bentuknya, berdampak negatif terhadap suami, isteri dan
anak yang lahir dari perkawinan itu. Anak akan terganggu psikologinya,
menjadi kurang tenang, kurang kasih sayang, dan kurangnya pengawasan dari
orang tua, yang kesemuanya itu menyebabkan perkembangan mental anak
menjadi terganggu.
Karena pada dasarnya talak itu sesuatu yang dilarang, di berbagai
negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim30 mengatur hukum talak
melalui peraturan perundang-undangan yang meliputi tata cara talak, alasan
dan akibat hukumnya.
Di Indonesia, telah dirumuskan pengaturan tentang talak atau
perceraian, yaitu melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jis. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah
lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.31
29 Sayyid Sâbiq, op. cit., hlm. 9
30Di antara Negara yang mengatur perceraian dengan peraturan perundangan adalah
Malaysia, Suria, Irak, Mesir, Kuwait, dan Bahrain.
31 Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kerja keras panitia yang ditunjuk dalam
empat SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1983.
Panitia tersebut bekerja dalam interval waktu tahun 1983 sampai dengan 1988, melalui
seminar, tela’ah Kitab-kitab Fikih dan Yurisprudensi, dan studi banding ke beberapa negara
yang memberlakukan Hukum Islam. Puncaknya diadakan lokakarya di Jakarta tahun 1988.
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Keempat peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan hukum materil
di Pengadilan Agama.32
Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap
perceraian, baik dalam bentuk cerai talak (diajukan oleh suami) maupun dalam
bentuk cerai gugat (diajukan oleh istri) harus dilakukan di pengadilan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, jis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan rumusan sebagai berikut:
Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:33
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.
Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia:34
Berbagai upaya diusahakan agar hasil lokakarya para ulama dan cendekiawan muslim
tersebut di-back up dengan aturan perUndang-undangan, namun hanya lahir Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.
32 Abdul Manan, Penarapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama, (Kencana
Predana Media Group, 2008), Cet. Ke-5, hlm. 9-10.
33 Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dilingkungan
Peradilan Agama, (selanjutnya disebut: Tim Penyusun), Himpunan Peraturan
Perundang-undangan Di lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama, 2015), hlm. 347
34 Ibid hlm, 1047
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- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.
Selain itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri".35 Alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-
Undang tersebut lebih lanjut dirinci dalam penjelasannya,36 alasan yang sama
juga disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang terdiri atas alasan-alasan, sebagai
berikut:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.
35 Tim Penyusun, hlm. 419
36 Ibid., hlm. 124
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga. 37
Alasan yang sama juga terdapat dalam Pasal 116 Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
dengan penambahan huruf g dan h, sebagai berikut;
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan di dalam rumah tangga. 38
Keseluruhan ketentuan perceraian yang termuat dalam Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 menjelaskan dengan tegas
bahwa perceraian dalam segala bentuknya, termasuk bagi yang menikah
berdasarkan agama Islam (sirri), hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama dan harus beralasan. Dengan demikian, perceraian di luar
pengadilan tidak berkekuatan hukum. Kesimpulan tersebut semakin jelas
dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 123 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menjelaskan bahwa
37 Ibid., hlm. 830
38 Ibid., hlm. 1047
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perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di
depan sidang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.39
Putusan-putusan Pengadilan Agama tentang perkara perceraian,
mayoritasnya sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan di atas. Artinya, meskipun Pemohon, dalam
hal ini suami, yang mengajukan perkara cerai talak, telah mendalilkan bahwa
ia telah menjatuhkan talaknya di luar sidang Pengadilan Agama, atau
Penggugat, dalam hal ini istri, yang mengajukan perkara cerai gugat, telah
mendalilkan bahwa suaminya telah menjatuhkan talak atasnya di luar sidang
Pengadilan Agama, bahkan kadang-kadang suami atau istri tersebut mampu
menghadirkan alat-alat bukti yang sah secara hukum, talak di luar Pengadilan
Agama yang didalilkan pihak-pihak tersebut pada pokoknya tetap saja ditolak.
Ironisnya, dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan pihak dan/ atau pihak-
pihak tersebut tidak dipertimbangkan, baik karena persoalan syarat formil
maupun syarat materil suatu pembuktian. Tidak jarang pula, dalil-dalil dan
alat-alat bukti yang diajukan tersebut dikesampingkan, karena ada sebagian
Hakim yang berpendapat bahwa segala sesuatu berkenaan dengan talak di luar
Pengadilan sepatutnya memang dikesampingkan, berdasarkan pemahaman
yang saklek dengan peraturan, dalam hal ini Pasal 39 Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Walhasil, tidak dikenal istilah itsbât thalâq
di Pengadilan Agama, karena aturan perundang-undangan di Indonesia tidak
memuat ketentuan itu.
39 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 41 dan 233.
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Fenomena yang terjadi, meskipun negara telah mengatur tentang tata cara
bercerai bagi yang beragama Islam, sebagaimana terdapat dalam beberapa
peraturan perundang-undangan di atas, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa
perceraian hanya terjadi jika dilakukan di Pengadilan Agama dan harus dengan
adanya alasan, namun ketentuan tersebut belum diaplikasikan secara efektif di
tengah masyarakat. Norma yang hidup di tengah masyarakat sampai sekarang
adalah norma yang terdapat dalam kitab fikih klasik tersebut, yaitu talak tidak
mesti dijatuhkan di Pengadilan Agama dan tidak mesti beralasan. Talak adalah
hak preoregatif suami. Ia dapat menjatuhkannya kapanpun ia mau.
Terlepas dari membicarakan dasar-dasar filosofis dan normatif yang
dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai tatacara menjatuhkan talak bagi yang beragama Islam
sebagaimana penulis uraikan di atas, yang jelas disparitas antara ketentuan yang
terdapat dalam aturan perundang-undangan tersebut dengan norma dan nilai yang
hidup di tengah masyarakat Islam Indonesia di atas, seringkali menimbulkan
masalah yang sangat pelik di tengah masyarakat itu sendiri.
Beberapa bentuk persoalan pelik yang dimunculkannya, di antaranya,
masyarakat muslim Indonesia yang memahami dan meyakini bahwa talak di luar
Pengadilan Agama tanpa ada alasan adalah sah dan mempunyai akibat hukum,
suami menjatuhkan talak satu di luar Pengadilan Agama, kemudian istri menjalani
masa ‘iddah, lalu isteri ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka pernikahan
keduanya itu tidak akan dapat dilakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama
karena ia masih tercatat sebagai isteri dari suami pertamanya dalam perspektif
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hukum positif Indonesia. Apabila ia menikah secara tidak tercatat dengan suami
keduanya, lalu karena sakit hati misalnya, suami pertamanya mengadukan suami
kedua dari istri yang telah diceraikan di luar Pengadilan Agama tersebut ke pihak
kepolisian dengan delik melarikan/berzina dengan istrinya, maka aparat penegak
hukum tentu akan menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di atas. Bisa juga terjadi,
suami keduanya itu melakukan tindakan-tindakan yang membuatnya tidak
sanggup lagi membina rumah tangga dengan suami keduanya tersebut, misalnya
suami keduanya tidak memberikan nafkahnya, meninggalkannya dalam waktu
yang lama, melarikan harta yang secara substansial merupakan harta bersama
namun atas nama suami keduanya, atau lainnya, maka ia tidak akan dapat
meminta perlindungan perihalnya itu  ke negara dalam hal ini, Pengadilan
Agama), walau hanya sekedar menceraikan dari suami keduanya yang tidak mau
menjatuhkan talak terhadap dirinya, karena di mata hukum Indonesia, ia masih
dianggap sebagai istri dari suami pertamanya dan bukan merupakan istri dari
suami keduanya.
Tidak kalah peliknya, jika talak yang dijatuhkan suami pertamanya itu
adalah talak tiga, yang akibat hukumnya lebih besar dari itu, dapat menimbulkan
persoalan yang meresahkan pula di tengah-tengah masyarakat.
Dalam konteks itu kelihatannya, disparitas antara ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai jatuhnya talak di luar
Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dengan norma dan nilai yang hidup
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di tengah masyarakat, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di
Tasikmalaya, mengeluarkan fatwa sebagai berikut:
1. Talak di luar Pengadilan Agama hukumnya sah dengan syarat ada alasan
syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan Agama.
2. ‘Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak
diluar Pengadilan Agama harus dilaporkan (ikhbar) kepada Pengadilan
Agama. 40
Berdasarkan rumusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, dapat
dipahami bahwa talak di luar Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam
adalah sah. Artinya, apabila talak yang dijatuhkan suami atas istrinya di luar
Pengadilan Agama itu diakui oleh suami istri tersebut, talaknya sah, dengan
ketentuan bahwa talak tersebut memenuhi syarat dan alasan syar’i, serta harus
dilaporkan (ikhbar) ke Pengadilan Agama. Menurut fatwa MUI tersebut,
(apabila talak dinyatakan sah oleh Pengadilan berdasarkan bukti-bukti
mengenai kebenarannya), maka masa ‘iddah talak tersebut dihitung sejak talak
dijatuhkan suami di luar Pengadilan Agama tersebut.
Berdasarkan penelaahan di atas, dapat dipahami bahwa menurut fatwa
MUI tersebut, mestinya di Pengadilan Agama mutlak ada jenis perkara Itsbât
thalâq atau Pengesahan Talak (di luar Pengadilan) bagi suami yang telah
menjatuhkan talak terhadap istrinya.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perceraian
(Permohonan cerai talak oleh suami, atau cerai gugat oleh isteri) adalah
40https://muijabar.wordpress.com/2012/07/03/hasil-ijtima-ulama-iv-masalah-fikih-
kontemporer-i/#more-141
17
termasuk bidang hukum keperdataan, yang merupakan kewenangan
pengadilan agama. Untuk melakukan tuntutan tersebut, harus terlebih dahulu
diajukan Permohonan (bagi Cerai Talak) atau gugatan (bagi Cerai Gugat) oleh
pihak yang berkepentingan, dalam hal ini suami (bagi Cerai Talak) atau isteri
(bagi Cerai Gugat). Dengan demikian, pengadilan bersifat pasif, hanya
menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya. Di sisi yang lain,
hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara  yang
diajukan dengan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib memeriksa dan memutus  (Pasal 16 Undang-undang Nomor
4 Tahun 2004, juncto Pasal 56 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006).
Hakim tidak datang ke tengah-tengah masyarakat untuk mencari
“perkara” untuk diselesaikan, melainkan para pihak yang mengajukan
persoalan ke pengadilan. Sementara itu, Undang-undang mengamanatkan agar
hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim mampu
menyelami perasaan hukum  dan keadilan yang hidup  dan berkembang dalam
masyarakat. Tujuannya jelas, yakni hakim dapat mewujudkan tujuan hukum
untuk masyarakat, guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan kemanfaatan
hukum itu sendiri.
Dalam kaitannya dengan keadaan di atas, ditemukan beberapa Putusan
atau Penetapan Pengadilan Agama yang “keluar” dari ketentuan Pasal 39 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor
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7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yaitu
Penetapan Pengadilan Agama41 Bangkinang Nomor 06/Pdt.P/2001/PA.BKN.
tanggal 09 April 2001. Pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara
tersebut adalah Amrina binti Zaini Dahlan untuk meng-itsbât-kan
(menyatakan sah) talak suaminya yang bernama Sadeli bin Nurcholil dengan
isteri pertama Sadeli yang bernama  Ny.Yunizar, talak di luar pengadilan
tersebut terjadi pada tahun 1976. Di dalam Penetapan tersebut, Majelis Hakim
mengesahkan talak di luar pengadilan agama yang di jatuhkan Sadeli terhadap
Ny. Yunizar dengan pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan dan
kepastian hukum.
Kemudian, ada lagi Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
Nomor 82/Pdt.P/1978 yang mengesahkan talak yang terjadi di luar
Pengadilan Agama. Ditemukan juga Putusan Pengadilan Agama Limapuluh
Kota Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.LK, di mana dalam Putusan tersebut Majelis
Hakim yang ditetapkan, memutus perkara dengan amar yang secara
41 Tugas pokok pengadilan agama yang menjadi kewajiban para hakim ialah
menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,
sedekah, dan ekonomi syariah (Pasal 49 Û No. 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009. Lihat: Mahkamah Agung, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), hlm. 20.
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substansial juga mengesahkan talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan
Agama tersebut.
Dalam literatur fikih klasik, permasalahan itsbât thalâq juga sudah
diperbincangkan cukup luas, karena memang itsbât thalâq pada saat itu
merupakan suatu keniscayaan yang sebangun dengan konsep talak yang telah
mereka rumuskan, di mana oleh karena talak itu tidak mesti dijatuhkan di
depan sidang pengadilan, sehingga berkemungkinan muncul sengketa antara
sepasang suami istri, satu pihak menyatakan suaminya telah menjatuhkan
talak sementara suami menyangkalnya.42
Dewasa ini di beberapa negara Islam, itsbât thalâq dimuat dalam
regulasi peraturan Perundang-undangan mereka, seperti Mesir, Suria dan
Malaysia43.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di era modern dewasa ini,
itsbât thalâq bukanlah suatu institusi hukum yang “illegal” dan negatif.
42 Wahbah al-Zuhaily, Al – fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr al-
Mu’ashirah, 2002) Juz VI, hlm. 459- 460.
43 Di negara Malaysia, itsbat talak ini dikenal dengan istilah “pengesahan talak di
luar mahkamah”, yaitu termuat di dalam Enakmen 6 Tahun 2004, Enakmen Undang-undang
Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2004 Bahagian V/ Pembubaran Perkawinan Seksyen 57
Pendaftaran Perceraian Di Luar Mahkamah:
1) Walau apapun seksyen 55 seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan lafal talak
di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah hendaklah dalam masa 7 hari dalam
pelafasan talak itu melaporkan kepada mahkamah.
2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talak yang
dilafaskan itu adalah sah mengikut hukum syara’.
3) Jika mahkamah berpuas hati bahwa talak yang dilafaskan itu adalah sah mengikut
hukum syara’, maka mahkamah hendaklah, tertakluk kepada seksyen 125.
a) Membuat perintah membenarkan perceraian dengan talak;
b) Merekodkan perceraian itu; dan
c) Menghantar salinan rekod itu kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua
pendaftar bagi pendaftaran.
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Supaya ketentuan yang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan
diaplikasikan secara efektif oleh subjek hukumnya, dalam hal ini masyarakat,
semestinya memperhatikan seluruh ketentuan mengenai dinamika yang secara
universal diakui dan diterima. Dalam suatu peraturan perundang-undangan,
harus memperhatikan nilai-nilai filosofis dan normatif, juga meski memuat
dan mengakomodir nilai-nilai sosiologis, nilai-nilai yang hidup di tengah
masyarakat, bila nilai-nilai tersebut diyakini sebagai suatu kebenaran oleh
komunitas masyarakat tersebut.
Fenomena mengenai kenyataan riil yang terjadi di tengah masyarakat
muslim Indonesia yang memahami dan meyakini talak di luar Pengadilan
Agama telah jatuh (sementara pemahaman dan keyakinan mereka itu tidak
terakomodir dalam regulasi peraturan Perundang-undangan Indonesia, bahkan
dibiarkan begitu saja tanpa solusi hukum), jelas akan menimbulkan banyak
sekali mudharat bagi masyarakat itu sendiri, khususnya “pelaku” penjatuhan
talak di luar Pengadilan, termasuk juga istri dan anak yang telah dijatuhi talak
di luar Pengadilan tersebut.
Berlandaskan pada asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan
kemaslahatan, nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tentang talak di luar
Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam tersebut, meskipun hanya
sebagai hukm al-istitsna`i (hukum pengecualian)44, mestinya termuat dan
44 Hukum al-istisna’i ini dipahami dari Kaidah Fikih:
ىلكلا رملااھنم اھماكحا مھفت ةریثك تایئزج ىلع قبطنی ىذلا
"Suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang dari padanya diketahui hukum-
hukum juziyat itu ."
Al-Subki, sebagaimana dikutip Mukhtar Yahya, mendefinisikan kaidah fiqih dengan kaidah-
kaidah umum (al-amr al-kulli) yang meliputi (menampung) seluruh cabang masalah fiqih yang
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terakomodir dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi hukum
materil di Pengadilan Agama.
Solusi yang diberikan dalam Fatwa Ijtima’ Ulama MUI IV tahun 2012
tentang pengesahan talak di luar pengadilan tersebut, akan lebih efektif dalam
mendudukkannya sebagai hukum istitsnâ`î, jika pelaku yang menjatuhkan
talak di luar pengadilan tersebut ditindak melalui sarana/pendekatan pidana
(penal approachment).
menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah. Mustafa Ahmad Zarqa
sebagaimana dikutif al-Burnu, mendefiniskan kaidah fiqih dengan pokok (usul) fiqih yang umum
(kulli) yang tertulis dalam peraturan yang menampung hukum-hukum tasyr’i yang luas/umum
yang permasalahan fiqih baru dapat masuk dalam tema kaidah tersebut.
Sekalipun kaidah fiqih sifatnya umum (kulliyah) dan dapat mencakup berbagai permasalahan
fiqih yang ada, namun faktanya banyak sekali kaidah fiqih yang memuat pengecualian
(mustathnayat) masalah, Hal inilah yang kemudian memunculkan pendapat ulama bahwa kaidah
fiqih bersifat mayoritas (aghlabiyah), artinya hanya mencakup sebagian besar masalah fiqih,
bukan keseluruhan (kulliyah). Oleh karenanya, kaidah fiqih dibedakan menjadi dua, yaitu kaidah
sentral (kulliyah) dan marginal (juz’iyah). Disebut kaidah fiqih yang berperan sentral, karena
kaidah tersebut memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas. Kaidah ini dikenal sebagai al-Qawaid
al-Kubra al-Asasiyat. Sementara kaidah marginal memiliki cakupan yang lebih sempit dan
memiliki berbagai eksepsi hokum. Namun demikian, menurut al-Burnu bahwa jika sekalipun
kaidah fiqih yang bersifat aghlabiyah banyak memuat pengecualian sehingga bertentangan dengan
kaidah qiyas. Tetapi qiyas juga terdapat pengecualian yang tidak merusak aturan qiyas. Seperti,
hukum diperbolehkannya jual beli pesanan (salam) atau persewaan (ijarah) yang merupakan
eksepsi dari qiyas sebab ‘illat hukumnya tidak sesuai dengan aturan qiyas. Oleh karenanya, logika
seperti ini seperti dijadikan sebagai salah satu alasan penguat bahwa sifat aghlabiyah yang
menempel pada kaidah fiqih tidak merusak sifat umum (kulliyah) yang menempel pada kaidah
fiqih. Selain itu menurut al-Burnu, bahwa masalah fiqih yang dikecualikan dari satu kaidah fiqih
hakekatnya masuk pada kaidah fiqih yang lain. Oleh karenanya sifat aghlabiyah kaidah fiqh atau
adanya pengecualian dalam kaidah fiqih tidak merusak makna bahwa kaidah fiqih sifatnya umum
(kulliyah) dan dapat mencakup berbagai permasalahan fiqih yang ada.
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kaedah fikih, termasuk didalamnya bunyi
pasal dalam suatu aturan perundang-undangan hanyalah norma hukum yang bersifat aghlabi
(mayoritas /pada umumnya) sehingga masih ada norma lain sebagai hukm al-istitsna`i. Lihat :
Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Sayuti Asy-Syafi’i, Al-Ashbah Wa An-Nadzair,
(Surabaya: Al-Hidayah, tt), hal. 6. Lihat juga : Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, al-Wajiz Fi
Idah al-Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyah (Riyad: Maktabat al-Tawbah, 1994), hlm 16, 18 31, dan 34.
Dan lihat juga : Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Beirut: Dar al-Kalam, 1998).
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Meskipun, ditemukan beberapa Putusan atau Penetapan sebagai
penemuan hukum untuk menjawab permasalahan tersebut, untuk
menyelesaikan masalah substantif dari fenomena tersebut tentunya, tidak
cukup hanya melalui penemuan hukum oleh para hakim di Pengadilan Agama.
Sebab, fenomena tersebut bersifat umum, dan diyakini oleh sebagian besar
masyarakat. Dalam konteks itu, rekonstruksi hukum perkawinan Islam di
Indonesia yang akan memuat norma itsbât thalâq di Pengadilan Agama, dan
memuat ketentuan penindakan terhadap pelaku penjatuhan talak diluar
pengadilan melalui pendekatan pidana, menjadi sebuah keniscayaan.
Berdasar paparan di atas, sangat penting mengkaji itsbât thalâq di
Pengadilan Agama dalam rekonstruksi hukum perkawinan Islam di Indonesia
dengan melakukan tinjauan analisis terhadap Pasal 39 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa Ijtima’ MUI Tahun 2012.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Berkaitan dengan judul yang penulis tawarkan, ada banyak
persoalan yang menarik untuk dibahas, di antaranya:
a. Mengenai konsep talak dalam hukum Islam.
b. Mengenai konsep talak dan pengaturannya dalam hukum positif
Indonesia.
c. Mengenai alasan-alasan syar’i yang menjadi kebolehan menjatuhkan
talak.
d. Mengenai konsep al-tafrîq al-qadhâ`î (talak melalui putusan hakim).
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e. Mengenai perhitungan masa iddah bagi wanita yang di talak.
f. Mengenai rumusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang
pengesahan talak di luar Pengadilan.
g. Mengenai eksistensi fatwa MUI dalam tata hukum Indonesia.
h. Mengenai fenomena talak di luar pengadilan Agama.
i. Mengenai konsep itsbât thalâq di Pengadilan Agama.
j. Mengenai konsep pidana dalam bentuk kejahatan (misdrijven) dan
pelanggaran (overtredingen).
k. Mengenai konsep kebijakan pidana dan pemidanaan (penal policy)
terhadap pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan.
l. Mengenai konsep rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia.
2. Pembatasan Masalah
Problem akademik Penelitian ini mengenai tiga aspek, yaitu:
Pertama, mengkritisi konsep talak dalam Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur
tentang kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian
beralasannya perceraian tersebut. Kedua, mengkritisi konsep istbât thalâq
di luar pengadilan menurut Fatwa Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia Tahun
2012 tentang pengesahan talak di luar Pengadilan. Ketiga,
merekonstruksi hukum perkawinan Indonesia, dengan memuat norma
istbât thalâq di Pengadilan Agama, dan menindak pelaku penjatuhan talak
di luar pengadilan melalui sarana/pendekatan pidana (penal
approachment).
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3. Rumusan Masalah
Untuk lebih fokus, berdasar latar belakang masalah dan penjelasan
sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:
a. Bagaimana konsep talak dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
b. Bagaimana konsep itsbât thalâq di luar pengadilan menurut Fatwa
Ijtima’ MUI IV tahun 2012?
c. Bagaimana rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia, khususnya
tentang itsbât thalâq di Pengadilan Agama dan penindakan terhadap
pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan melalui sarana/pendekatan
pidana (penal approachment) ?
C. Signifikasi Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
a. Menganalisis konsep talak/perceraian Pasal 39 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
b. Menganalisis konsep itsbât thalâq di luar pengadilan menurut Fatwa
Ijtima’ MUI IV tahun 2012.
c. Mendeskripsikan rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia,
khususnya tentang itsbât thalâq di Pengadilan Agama, penindakan
terhadap pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan melalui
sarana/pendekatan pidana (penal approachment ).
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2. Kegunaan Penelitian
Ada dua kegunaan penelitian ini. Pertama, kegunaan teoritis, yaitu:
a. Diharapkan dapat memberikan tawaran konsep atau paradigma baru
dalam penggalian dan penetapan hukum Islam.
b. Diharapkan memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya
berkaitan dengan konsep istbât thalâq di Pengadilan Agama .
Kedua, kegunaan praktis, sebagai berikut:
a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar doktor hukum Islam pada
Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau;
b. Memberikan motivasi kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan
hukum Islam, seperti hakim Pengadilan Agama, Majelis Ulama
Indonesia, organisasi kemasyarakatan, pembuat kebijakan dan undang-
undang, akademisi dan praktisi hukum, serta masyarakat luas untuk
memahami konsep istbât thalâq.
c. Menjadi kontribusi bagi pemerintah, akademisi, legislator dan praktisi
hukum Islam dalam mengaplikasikan metode penggalian hukum yang
lebih akurat.
d. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
D. Tinjauan Pustaka
Kajian yang serius mengenai segala hal tentang talak telah banyak
dikupas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan. Semua itu
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ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter yang berbeda-beda
dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.
Secara teoritis penelitian tentang talak telah dilakukan oleh para ulama
seperti dalam kitab tafsir, syarah hadits dan kitab-kitab fiqh. Penelitian tentang
talak pun juga sudah banyak di temukan dalam Skripsi, Tesis, dan disertasi
diantaranya;
Pertama,  Tesis Nurzauti, Pascasarjana Universitas Islam Riau,
dengan judul Analisis hukum terhadap penetapan itsbât thalâq di pengadilan
agama Bangkinang (studi kasus perkara nomor 06/Pdt.P/2001/PA.BKN).
Dalam Penelitian tersebut   penulis menemukan dasar pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bangkinang  dalam mengisbatkan talak atas
perkara nomor 06/Pdt.P/2001/PA.BKN, dan akibat hukum yang ditimbulkan
dari penetapan tersebut. Penelitian tersebut merupakan kajian putusan hakim,
dasar Hukum dan akibat hukum dalam Penetapan itsbât thalâq di Pengadilan
Agama Bangkinang, sedangkan Penulis meneliti urgensi itsbât thalâq di
Pengadilan Agama dan penindakan terhadap pelaku penjatuhan talak di luar
pengadilan melalui pendekatan pidana, di muat dalam Undang-undang
Perkawinan, dengan menganalisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, dan ijtima fatwa MUI  tahun 2012.
Kedua, disertasi Makinuddin, Institut Agama Islam Sunan Ampel
Surabaya dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar
Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam
penelitan tersebut penulis menemukan bahwa talak harus dilakukan di depan
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sidang pengadilan, agar terhindar kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
Peraturan tentang pelaksanaan ikrar talak bersifat mengikat semua masyarakat
Islam di Indonesia karena merupakan produk ahl al-hall wa al-‘aqd.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
Penelitian tersebut merupakan kajian tentang talak di pengadilan secara
normatif, sedangkan Penulis meneliti urgensi itsbât thalâq di Pengadilan
Agama dan penindakan terhadap pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan
melalui pendekatan pidana, di muat dalam Undang-undang Perkawinan,
dengan menganalisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
ijtima fatwa MUI  tahun 2012.
Ketiga, disertasi dengan judul Maqâshid al-Syarî’ah Hukum
Perceraian Dan Kontribusinya Terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian Di
Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Fauzan, di UIN Sulthan Syarif
Kasim Riau. Dalam penelitian tersebut penulis menemukan Maqâshid al-
Syarî’ah perceraian di pengadilan, alasan perceraian dan nafkah istri setelah
perceraian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis. Penelitian tersebut merupakan kajian Maqâshid al-Syarî’ah
perceraian di Pengadilan dan nafkah istri setelah perceraian dengan
mengaitkan dengan yurisprudensi peradilan Agama, sedangkan Penulis
meneliti urgensi itsbât thalâq di Pengadilan Agama dan penindakan terhadap
pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan melalui pendekatan pidana, di muat
dalam Undang-undang Perkawinan,  dengan menganalisis Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ijtima fatwa MUI  tahun 2012.
28
Di samping penelitian dalam bentuk tesis dan disertasi tersebut
terdapat beberapa buku yang menulis tentang talak atau perceraian , di
antaranya:
1. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum
Islam di Indonesia dari fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
KHI, ditulis oleh Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan.
Dalam buku ini penulis menulis beberapa hukum perkawinan yang
berlaku di Indonesia. Penulis memaparkan satu persatu dimulai dari fikih,
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI lalu penulis memberikan
analisa tersendiri. Berkaitan dengan hukum perceraian penulis menyebutkan
bahwa aturan hukum yang mengharuskan talak di pengadilan jauh dari
kesadaran hukum di kalangan masyarakat yaitu fikih karenanya di lapangan
menimbulkan kesulitan. Di akhir analianya penulis menyebutkan paling
tidak hukum positif telah menempatkan posisi yang sama antara laki-laki
dan perempuan yakni sama-sama harus mengajukan permohonan ke
Pengadilan.
2. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fikih munakahat dan UU
Perkawinan, ditulis oleh Amir Syarifudin
Buku ini memaparkan dengan rinci berbagai muatan hukum
perkawinan termasuk di dalamnya hukum perceraian. Penulis menyusun
buku ini dengan  pendekatan fikih dan dikomparasikan dengan hukum
positif di Indonesia untuk menelâh secara kritis hukum perkawinan saat ini
untuk kemudian dipilih dan dipilah pendapat yang sesuai dengan
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kemaslahatan dalam konteks keindonesiaan. Buku ini pada umumnya
menguatkan hukum positif perkawinan yang telah berlaku di Indonesia.
3. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 dan KHI, ditulis oleh Mohd Idris Ramulyo
Buku ini berisi hukum perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan KHI. Penulis memaparkan satu persatu hukum perkawinan
dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 lalu dikaitkan dengan dasar dari
nash begitu juga hukum perkawinan dalam KHI.
Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan,
belum ada penulis atau peneliti sebelumnya yang membahas dan mengkaji
objek penelitian yang penulis ajukan tersebut. Oleh karenanya dapat
ditegaskan bahwa penelitian ini merupakan kajian ilmiah baru dan
karenanya, keasliannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
E. Konsep Operasional dan Penegasan istilah
1. Konsep talak perspektif hukum positif
Pengertian talak atau perceraian perspektif hukum positif (dalam
pengertian peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal
ihwal menyangkut perkawinan, dan tentunya perceraian) belum
dinyatakan secara ekplisit. Namun begitu, dapat dipahami bahwa
perceraian itu adalah salah satu penyebab putusnya suatu hubungan
perkawinan, seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Pengertian perceraian (dalam hal ini talak) secara ekplisit baru
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ditemui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)di Indonesia, yakni pada
Pasal 117. Pasal ini menyatakan bahwa talak adalah “ikrar suami di
depan pengadilan agama dan menjadi salah satu sebab putusnya
perkawinan”.  Ketentuan Pasal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan  bahwa
perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan  sidang  pengadilan,
dengan rumusan sebagai berikut:
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. 45
Menurut ketentuan tersebut, setiap talak atau perceraian, baik
dalam bentuk cerai talak (diajukan oleh suami) maupun dalam bentuk
cerai gugat (diajukan oleh istri) harus dilakukan di pengadilan.
Tegasnya, talak yang di jatuhkan oleh suami terhadap isterinya di luar
sidang pengadilan agama tidak berkekuatan hukum.
2. Konsep Talak di luar Pengadilan Agama
Talak adalah melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan
perkawinan.46 Jika dikaitkan dengan talak di luar Pengadilan, maka talak
di luar pengadilan adalah ikrar suami terhadap istrinya untuk melepaskan
ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan, yang pengucapannya tanpa
melalui proses persidangan di pengadilan. Talak di luar sidang pengadilan
sering juga disebut dengan talak liar.
45 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
46 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 2, hlm. 206.
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3. Konsep Itsbât thalâq di Pengadilan Agama
Secara etimologi, istilah itsbât thalâq terdiri dari dua kata yang
merupakan kata majemuk, yaitu kata itsbât dan kata thalâq. Itsbât
berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti penetapan, pengukuhan,
pengiyaan. Thalâq berasal dari Bahasa Arab yaitu al-thalâq. Kata al-
thalâq merupakan bentuk mashdar dari kata thalaqa (fi'l al-mâdhiy) -
yathluqu (fi'l al-mudhâri'). Secara etimologi kata al-thalâq berarti: lâ
qayda 'alaihâ wa kadzalika al-khaliyyah47 (tidak ada ikatan atasnya dan
juga berarti meninggalkan). Dalam pengertian etimologi, kata al-thalâq
tersebut digunakan untuk menyatakan: "melepaskan ikatan secara hissiy,
namun 'urf mengkhususkan pengertian al-thalâq itu kepada:
"melepaskan ikatan secara ma'nawiy"48
Sedangkan pengertian talak secara terminologi telah dikemukakan
pula oleh para ulama fikih. Menurut al-Sayyid al-Bakar (W.... H)
(ulama Syafi'iyah), talak adalah: “Melepaskan akad pernikahan dengan
menggunakan lafal berikut: al-thalâq, al-firâq dan al-sarâh”.49 Adapun
menurut al-Sayyid Sabiq (W.1420 H), talak adalah:“Melepaskan ikatan
dan mengakhiri hubungan perkawinan”.50
47 Ibn Manzhur, Lisaan al-'Arab, (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabiy, 1992), cet.
ke-2, Jilid 8, hlm. 188
48 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh, (Damaskus, Dâr al-Fikr,
1989), cet. ke-3, Jilid 7, hlm. 356
49 Al-Sayyid Abi Bakr, yang populer dengan nama al-Sayyid al-Bakr, I'aanât al-
Thâlibîn, (Beirut: Dâr Ihya` al-Turâts al-'Arabiy, t.th.), Jilid 4, hlm. 2
50 Al-Sayyid Sabiq, op. cit, hlm. 206
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Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian
bahwa itsbât thalâq di Pengadilan Agama  adalah pengesahan talak yang
dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya di luar pengadilan, melalui
proses persidangan di Pengadilan Agama, dan perhitungan  iddahnya
sejak penjatuhan talak di luar pengadilan tersebut.
4. Konsep sanksi talak di luar pengadilan melalui pendekatan pidana
(penal approachment).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku
sejak diundangkan, yakni pada tanggal 02 Januari 1974. Artinya, undang –
undang tersebut sudah berjalan selama 42 tahun. Kenyataannya,
pelanggaran-pelanggaran terhadap materi Undang-Undang ini (khususnya
tentang talak di pengadilan) masih banyak terjadi. Faktor penyebabnya,
penulis yakini bukan karena masyarakat tidak mengetahui materi dari
pasal per pasal Undang-Undang tersebut51, tetapi karena tidak ada
“ketegasan” di dalamnya. Singkatnya, tidak ada Pasal yang berisi
ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Waktu itu,
barangkali tidak terpikir oleh legislator untuk memasukkan ketentuan
pidana di dalam Undang-Undang tersebut, karena materi Undang-Undang
tersebut penuh dengan nuansa perdata, atau materi hukum privat
(privâtrecht). Padahal, mestinya setiap peraturan perundang-undang
51 Dalam hukum, dikenal istilah fictie hukum, di mana setelah Peraturan Perundang-
undangan memenuhi asas publisitas (dalam hal ini diumumkan dalam Lembaran/ Tambahan
Lembaran Negara, Berita Negara, dan seterusnya), maka semua orang dianggap tahu mengenai
“isi” dari Peraturan Perundang-undangan tersebut. Tidak alasan bagi seseorang yang melanggar
untuk mengatakan “saya tidak tahu hukumnya”.
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memuat ketentuan sanksi bagi pelanggararnya,  karena itu, sepatutnya bila
berpikir untuk mempertimbangkan kembali perumusan Pasal pidana dan
pemidanaan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut.
5. Konsep  Rekonstruksi
Secara etimologi kata rekonstruksi berarti pengembalian seperti
semula dan penyusunan (penggambaran) kembali.52 Dalam kajian
hukum Islam, terminologi  rekonstruksi disinonimkan dengan berbagai
istilah, reformasi, modernisasi tarjih, ishlâh dan tajdîd. Dari berbagai
istilah itu, yang popular digunakan adalah istilah ishlâh dan tajdîd.53
Tajdîd mengandung arti  membangun kembali, menghidupkan kembali,
menyusun kembali atau  memperbaikinya agar dapat dipergunakan
sebagaimana yang  diharapkan.54 Sedangkan  kata ishlâh diartikan
dengan perbaikan atau memperbaiki.55 Dalam tulisan ini penulis
menggunakan kata rekonstruksi dengan makna yang sama dengan
tajdîd.
Rekonstruksi hukum  Islam  disebabkan karena adanya
perubahan kondisi,  situasi, tempat dan waktu  sebagai  akibat  dari
faktor-faktor   yang  telah    dikemukakan    di  atas.   Perubahan ini
adalah sejalan dengan   teori qaul al-qadîm dan qaul al-jadîd yang
52 http://kbbi.web.id/rekonstruksi
53 Baca Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), hlm. 145
54 Lois  Ma'luf, Al-Munjîd  al- Abjadi,(Beirut: Libanon   Dar  al-Masyriq, 1986), hlm.
229
55 Ibid
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dikemukakan oleh Imam Syafi'i56 bahwa hukum dapat juga berubah
karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu.
Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara  terus-menerus karena hasil
ijtihad selalu bersifat  relatif, sedangkan kebenaran perlu  ditemukan
atau didekatkan sedekat mungkin. Karena itu,  ijtihad sebagai metode
penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya
jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus  bersifat  baru  pula.
Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu  terbuka untuk
menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus
globalisasi yang terjadi saat ini. Hak  dan  kewajiban   melakukan
pembaruan   hukum   Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib
menâtinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-
Quran dan Sunnah.
6. Alur Pemikiran
Secara normatif, pengaturan tentang kemestian perceraian harus di
pengadilan dan kemestian beralasan, sesungguhnya merupakan formulasi
hukum ideal sebagai hukum kullî yang membawa banyak kemashlahatan
bagi istri dan anak-anak. Namun karena ketentuan tersebut belum
tersosialisasi dengan baik, dan belum adanya ketentuan sanksi pidana
terhadap pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan, sehingga praktik
yang hidup (living law) di tengah masyarakat tetap ketentuan yang
56 Zaenuddin Nasution Pembaruan Hukum Islam  Dalam Mazhab Syafi'i, (Bandung: PT.
Remaja  Rosdakarya, 2001), hlm. 243-246
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terdapat dalam kitab fikih klasik, yaitu talak adalah hak absolut suami
kapan pun dan dimanapun bisa ia jatuhkan.
MUI melalui Ijtima’ fatwanya Tahun 2012 memberikan solusi
positif (mashlahah) dengan mengharuskan suami yang telah menjatuhkan
talak di luar pengadilan mengajukan perkara itsbât thalâq ke Pengadilan
Agama, lalu Hakim yang akan menilai apakah talak yang dijatuhkan di
luar pengadilan tersebut terbukti diucapkan dan beralasan syar’i. Jika
terbukti dan beralasan syar’i maka perhitungan masa iddah isteri sejak
talak tersebut dijatuhkan di luar pengadilan. Oleh karena praktek talak luar
pengadilan tersebut sudah menjadi hukum yang hidup (living law), namun
dipandang illegal perspektif hukum positif, maka perlu adanya solusi
hukum tentang penjatuhan talak di luar pengadilan ini melalui rekonstruksi
undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Beranjak dari kesenjangan antara das sollen dan das sein, maka
dapat ditentukan satu judul yang mencakup keseluruhan dari inti
permasalahan, yaitu Itsbât Thalâq di Pengadilan Agama Dalam
Rekonstruksi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Studi Analisis
Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan  dan Fatwa Ijtima’ MUI Tahun 2012)
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F. Metode Penelitian
1. Sumber Penelitian
Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. 57 Untuk
memecahkan isu hukum - dalam hal ini hukum perceraian sekaligus
memberikan deskripsi mengenai yang semestinya tentang hukum
perceraian  diperlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan
hukum. 58
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an,
hadits, kitab-kitab fikih (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan
hambaliyyah), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Ijtima’ MUI Tahun 2012. Adapun
bahan hukum sekunder adalah Putusan Pengadilan Agama tentang
perceraian dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum perceraian.
2. Teknik Analisis Data
Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua metode analisis,
yaitu analisis normatif kualitatif dan content analysis. Normatif59 karena
peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum
positif, sedangkan kualitatif yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik
tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis
57Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 47
58Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 181
59Disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in books). Lihat, Amiruddin dan Zainal
Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.
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atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu
struktur klasifikatoris) 60 dari dokumen.
Content analysis digunakan dalam penelitian ini karena salah satu
objek kajian adalah putusan Pengadilan Agama. Content Analysis atau
Kajian Isi adalah teknik yang digunakan untuk manarik kesimpulan
melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara
objektif dan sistematis. 61
3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang biasa
digunakan, yaitu: pendekatan UU (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).62
Di samping pendekatan tersebut dalam hukum Islam digunakan sebuah
pendekatan yang sangat urgen digunakan yaitu pendekatan maqâshid al-
syarî’ah.
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah
pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam
penelitian ini penulis akan menjadikan maqâshid al-syarî’ah sebagai
pendekatan utama di samping tiga pedekatan tersebut dengan cara mengaitkan
60Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 1997), hlm. 269.
61Lihat Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2011), hlm. 220. Bandingkan dengan Boy Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian
Kualitatif, (Jakarta: UIP, 2008), hlm. 66.
62 Peter Marzuki, op. cit., hlm. 133
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peraturan peraturan perundang-undangan dan fatwa ijtima’ MUI dengan
mashlahah yang ada. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara
menelaah Undang-undang dan regulasi tentang perkawinan seperti Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974.
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
putusan peradilan agama tentang perkawinan. Pendekatan konseptual
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap pemikiran-pemikiran
hukum tentang perkawinan.
G. Sistimatika Penulisan
Penelitian ini disusun dengan sitematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan. Pembahasan pendahuluan meliputi : latar
belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, signifikansi penelitian,
tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II Identifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Peradilan Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Bab ini meliputi tiga
pokok bahasan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kedua, Peradilan Agama
di Indonesia, meliputi: latar belakang historis kompetensi peradilan
agama, tugas dan wewenang peradilan agama, hukum acara peradilan
agama, sumber hukum acara peradilan agama. Ketiga, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang meliputi : sejarah lahirnya MUI, peran dan kiprah
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MUI, tugas dan fungsi serta pedoman dasar MUI, tugas dan fungsi serta
pedoman dan prosedur fatwa MUI, dan metode penetapan fatwa MUI.
Bab III Konsep Talak dan Fatwa MUI dalam Tata Hukum
Indonesia. Bab ini terdiri dari dua pokok bahasan. Pertama, Talak yang
meliputi : pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, rukun
dan syarat talak, hukum talak, iddah bagi perempuan  yang ditalak. Kedua,
fatwa MUI dalam tata hukum Indonesia, yang meliputi : terminologi
fatwa, kedudukan fatwa dalam ijtihad, syarat-syarat fatwa dan bentuk-
bentuk fatwa, korelasi fatwa dengan fikih, korelasi fatwa dengan
perubahan sosial, fatwa MUI dalam tata hukum indonesia.
Bab IV Urgensi Itsbât thalâq dan Penindakan terhadap pelaku
talak di luar pengadilan melalui sarana/pendekatan pidana (penal
approachment), Bab ini terdiri dari tiga pokok bahasan meliputi: pertama,
analisis ketentuan talak dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, yang meliputi : fenomena talak di luar
Pengadilan Agama di Indonesia, ratio legis Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, problematika talak di luar
pengadilan. Kedua, Analisis ketentuan Itsbât Thalâq dalam Fatwa Ijtima’
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MUI IV tahun 2012, yang meliputi : adanya alasan syar’i,
kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan, Iddah dihitung sejak
penjatuhan talak, harus dilaporkan (ikhbar) kepada Pengadilan Agama.
Ketiga, rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia, yang meliputi:
konsep rekonstruksi, bentuk rekonstruksi Hukum Perkawinan melalui
revisi materi hukum perkawinan, diantaranya : a). Memuat norma itsbât
thalâq dalam hukum perkawinan, b). Menindak pelaku talak di luar
pengadilan  melalui pendekatan pidana (penal approachment).
Bab V Kesimpulan dan Saran.
